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Disampaikan oleh : Drs. H. Zainal Arifin

. MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hamdan wasyukralillah, shalatan wassalaman ala Rasulillah, wa

ala alihi washahbihi wamauwallah

Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Azza
wajalla, yang dapat mengampuni dosa dari kekurangan-
kekurangan hamba-hamba-Nya. Shalawat dan salam senantiasa
terlimpah atas teladan ummat manusia seluruhnya, Nabi Besar
Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, serta siapa
saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Pembalasan

kelak.
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Dalam masa akhir minggu pertama tahun baru hijriyah 1429,
masih belum terlambat, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, mengucapkan “Selamat Tahun Baru Hijriyah 1429",
Kita sebagai insan yang diberi kesempurnaan oleh Allah,
disamping kekhilafan dan kelemahan, memperhatikan berbagai
aktivitas dan amanah selama ini, pada tempatnyalah kita
mengevaluasi demi peningkatan kualitas pengabdian kita untuk
masa-masa yang mendatang. Kiranya tahun 1429 Hijriyah adalah
tahun anugerah bagi seluruh kehidupan masyarakat Aceh, kita
songsong dengan hati bersih, ceria dan penuh harapan. Hijriyah
sebagai pemaknaan dan upaya menjernihkan hati, dan mari kita
songsong dengan hati yang penuh tawadduk di awal 1429 Hijriyah
ini, semoga pengabdiaan kita kepada Allah SWT dan kepada

masyarakat lebih meningkat lagi, Insya Allah.

Yang terhormat ;

Saudara Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Aceh.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR Aceh

Saudara Sekretaris Daerah, Para Kepala Dinas, Kepala Kanwil,
Kepala Badan dan Lembaga Daerah
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Saudara Para Wartawan, serta para Undangan sidang Dewan

yang kami muliakan

Mengawali pendapat akhir Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih
kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan draft
rancangan Qanun Aceh, serta memberikan penjelasan/jawaban
terhadap laporan Komisi C dan Laporan Pansus Xl DPR Aceh,
berkenaan dengan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh, Rancangan Qanun Aceh Tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Terima kasih juga kami
sampaikan kepada Komisi C dan Pansus XI DPR Aceh, yang telah
bekerja, membedah, mempaduserasikan, serta menambah
beberapa kata yang terangkum dalam pasal perpasal, demi untuk

kesempurnaan kedua rancangan ganun Aceh tersebut.

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, juga menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
semua pihak, Tenaga Ahli, Bupati/Walikota, DPRK yang telah

memberikan  konstribusi  pemikiran,  saran-saran, serta
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mencurahkan tenaga dan waktu. Begitu juga kepada Partnership
yang telah memfasilitasi semua pembahasan rancangan Qanun
Aceh tersebut, termasuk sebahagian tunjangan, sehingga
meningkatkan girah dan gairah anggota dalam pembahasan. Dari
semua itu, dengan sendirinya telah memudahkan Fraksi kami
dalam menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam Masa
Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR-A) di awal

tahun 2008 ini.

Sidang Dewan yang terhormat. Diawal Pendapat Akhir ini, Fraksi
kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, mengajak kita bersama
untuk merenungi kembali program Pemerintah Daerah tentang
penghijauan dan rehabilitasi Kehutanan di Aceh, sebab program
itu lahir dalam kondisi hutan Aceh yang telah luluh lantak dan
carut marut dari sisi kegundulan hutan. Kesemua itu akibat dari
ulah manusia yang bergerak dan menjadikan dirinya sebagai
cukong kayu, ironisnya yang menerima apesnya masyarakat
dikala hujan banijir tidak terelakkan, kerugian harta benda, nyawa,
bahkan rusaknya sarana prasarana insfrastruktur, seperti sarana

pendukung transportasi, pengairan dan pertanian.
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Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, mendukung program
Saudara Gubernur tentang moratorium logging, tapi anehnya
masih saja ada oknum-oknum yang bermain merambah dan
melakukan aktivitas illegal logging. Timbul pertanyaan begitu
berkahkah hasil yang didapat dari penjarahan dan perambahan
hutan ?, atau memang tidak ada lagi penghasilan yang halal

dimuka bumi ini, sehingga yang harampun terus saja diburu.

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, berpendapat Saudara
Gubernur perlu berupaya maksimal menangani persoalan ini,
apalagi kondisi hutan di Aceh sudah masuk Kkategori
membahayakan atauwa stadium IV. Tindak tegas oknum-oknum
dibelakang illegal logging, baik itu penyandang dana, pelaku
lapangan, tukang beking, maupun tukang kost illegal, berdayakan
aparat penegak hukum yang ada di Aceh, baik itu Militer,
Kepolisian maupun kejaksaan. Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional yakin, bila institusi ini tidak diberdayakan, program yang
telah dicanangkan itu akan menjadi “pepesan kosong” dan “cet

langet” belaka.
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Pengalaman Tahun Anggaran 2007 dan tahun-tahun sebelumnya,
hampir dipastikan terulang kembali di Tahun Anggaran 2008.
Pengesahan APBA yang tidak tepat waktu, memberi dampak
kepada daya serap anggaran tidak maksimal, sekaligus akan
mempengaruhi pencapaian kinerja daerah sesuai visi, misi dan
renstra Pemerintah Aceh. Pengaturan dan mekanisme
pembahasan anggaran tahun 2008, yang di atur di dalam PP
Nomor 58/2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan yang telah dirubah dengan
Permendagri Nomor 59 tahun 2007, telah dengan gamblang

mengatur sistem dan waktu yang harus di lakukan.

Proses penyusunan APBA, diawali penyusunan Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) di sampaikan kepada DPRA paling lambat
pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya kesepakatan
menjadi KUA dan PPAS, paling lambat akhir bulan Juli tahun
anggaran berjalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87
Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Sesuai pasal 45 ayat (1)
Permendagri Nomor 58 Tahun 2005, keputusan bersama DPRA

dan Gubernur Aceh terhadap rancangan APBA di lakukan
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selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran
dilaksanakan. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa rancangan
APBA tersebut dan rancangan PERGUB tentang penjabaran
APBA sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga)

hari kerja disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi.

Dari rangkaian mekanisme yang telah diatur tersebut, sengaja
Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, kemukakan dengan
harapan keterlambatan yang tidak mungkin dihindari ini, perlu
ditempuh langkah-langkah strategis guna mengantisipasi terhadap
akibat-akibat yang akan terjadi, sekaligus mencari solusi terbaik.
Kondisi yang dilematis ini jadikan pengalaman dan pembelajaran
bagi kita, dimana untuk masa-masa yang akan datang kita pasti
dapat menuai kesempurnaan. Mengakui kelemahan adalah jiwa
positif, yang telah mulai luntur dan hilang di antara kita, yang
terjadi justru kentara sekali pihak lain menyalahkan keterlambatan
pengesahan APBA karena Qanun Tata Cara pembagian belum
disahkan DPR Aceh, harusnya ada upaya kebijakan jitu dari
sipejabat, bukan hanya pandai menyalahkan orang lain. Dari itu

semua, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, mengajak
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kita bersama-sama menciptakan kembali guna menuai

kebersamaan.

Sidang Dewan yang terhormat, untuk memberikan sebuah nilai
bagi Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) susah Kkita
menyatakan berhasil terhadap kegiatan programnya di Provinsi
Aceh, sebab kenyataan dilapangan masih banyak penolakan,
keluhan dan deraian air mata tumpah di bumi Aceh. Celakanya
kondisi ini tidak digubris oleh BRR, ibaratnya mereka terus
melantai diatas penderitaan korban gempa dan tsunami Aceh,
mereka berhasil menghabiskan dana rutin, gaji 13, dan seminar
yang diiringi pertemuan gonta ganti hotel berbintang di ibukota

Negara RI.

Pandangan yang memiriskan dan memilukan, tatkala demo 1000
orang di Kabupaten Aceh Singkil, mereka menuntut penyelesaian
pembangunan rumah yang belum rampung dan terbengkalai
diserahkan kepada mereka, termasuk realisasi dana rehab rumah.
Rasa-rasanya program kegiatan yang dilakukan BRR selalu saja
menimbulkan masalah, terakhir dana bantuan BRR untuk

peringatan 3 tahun tsunami di Aceh Jaya, sudah disita pihak
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kepolisian sebesar Rp. 160 juta, itu belum lagi kita lihat kualitas
hasil bangunan dibeberapa Daerah, termasuk juga kondisi
pembagunan jalan Banda Aceh — Calang yang belum kunjung
selesai, baik dari segi pekerjaannya, maupun biaya ganti rugi
tanah sebagai ruas jalan baru, apalagi kalau kita pandang kondisi
jalan Meulaboh — Tutut — Geumpang dan Tangse, yang sampai
saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan dan peningkatan

Sarananya.

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, berpandapat tidaklah
perlu pihak BRR melulu bicara tentang keberhasilannya,
sementara menyembunyikan kelemahan dan kealpaan, sudah
saatnya membuka ke publik akan kekurangan selama ini,
tindaklanjuti semua kejanggalan akan pekerjaan ke pihak penyidik,
sehingga tidak ada kesan aktivitas BRR selama ini bekerja dengan
menyembunyikan kekurangan, dan menyampaikan ke publik
keberhasilan, itu sama dengan dusta jamaah BRR yang

dikaburkan.

Sidang Dewan yang terhormat, Keberpihakan pada pelaksanaan

Syariat Islam di Aceh tak terlepas dari kepedulian kita pada
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Dayah. Sehingga setiap tahunnya pengalokasian anggaran untuk
Dayah relatif menggembirakan. Namun sungguh tidak enak
pendengaran yang sampai ke Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, disaat ada keluhan Tengku-tengku Dayah yang belum
mendapatkan bantuannya, meskipun Abu-abu Dayah sudah
beberapa kesempatan menyempatkan diri mengunjungi Biro
Keistimewaan Setda Aceh. Kenyataan ini sangat tidak di harapkan

apalagi di sinyalir Biro Keuangan telah menyelesaikan tugasnya.

Untuk itu, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional,
mengharapkan agar saudara Gubernur dapat memerintahkan sdr.
Kepala Biro Keistimewaan Aceh untuk menyalurkan dana bantuan

Dayah tahun 2007 sesuai ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional,
mendukung rencana Pemerintah Aceh membangun Dayah
terpadu di daerah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara,
seperti di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, dan
Kabupaten Aceh Singkil. Tentunya Dayah yang dibangun tersebut,
diharapkan mulai dikerjakan pada tahun 2008 ini dalam satu

komplek Islamic Center, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas
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untuk meningkatkan Sumber Daya Islami, sejak dari Play Group
sampai dengan sekolah lanjutan atas sederajat, seperti rencana
Islamic Center yang telah diajukan kepada Pemerintah Aceh oleh

Walikota Subulussalam.

Sidang Dewan yang terhormat, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, berpendapat bahwa tahun ini sejumlah bahan pangan
naik tajam, seperti jagung, kedelai termasuk juga beras. Tetapi kita
sering merasa kenaikan harga pangan adalah kejadian rutin yang
telah biasa setiap menjelang hari raya dan hari-hari besar lainnya.
Menurut Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, menilai
persepsi ini harus segera dihilangkan, karena kenaikan harga
pangan tahun ini banyak disebabkab oleh bencana banjir maupun
disebabkan oleh kekeringan yang berkepanjangan, yang ternyata
adalah akibat dari kerusakan lingkungan. Sementara itu
permintaan padi meningkat seiring dengan pertambahan
penduduk, namun masih juga ditemui lahan persawahan yang
beralih fungsi menjadi daerah pemukiman, yang menyebabkan
areal persawahan menyusut secara signifikan, sementara itu

program cetak sawah baru tidak maksimal digalakkan.
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Sidang Dewan yang terhormat, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, menilai aktivitas penyeberangan Labuhanhaji -
Sinabang dengan menggunakan KMP Teluk Singkil, seminggu 3
kali, sudah termasuk 1 kali subsidi dari APBK Simeulue, sehingga
telah memudahkan pemasokan bahan kebutuhan masyarakat di
kepulauan tersebut, walaupun masih banyak kebutuhan bahan
pokok yang tidak terangkut. Ironisnya, dalam tahun 2008 ini,
aktivitas penyeberangan Labuhanhaji — Sinabang telah dikurangi

menjadi 2 kali seminggu, dan dikelola secara komersial.

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, menilai kondisi ini
tidak perlu terjadi, manakala kita arif dalam mengambil kebijakan,
dan kami berharap kiranya Saudara Gubernur perlu segera
menambah rute penyeberangannya, paling tidak mempertahankan
3 kali seminggu, dengan mengalokasikan dana subsidi melalui

APBA pada tahun anggaran 2008, dan seterusnya.

Sidang Dewan vyang terhormat, Pembangunan Kesehatan
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran harapan dan kemauan
hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga dapat melakukan

aktifitasnya sehari-hari. Namun dalam implementasinya, masih
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banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan
sering terlantar dan ditelantarkan, karena masih banyak tenaga
medis yang belum menyadari tugas dan fungsi mereka sebagai
pelayan kesehatan, khususnya yang terkait dengan kedinasan,
anehnya pada kenyataan yang terjadi di Aceh, para tenaga medis
lebih mengutamakan pekerjaan di tempat prakteknya. Untuk itu,
Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, meminta kepada
Sudara Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja tenaga
medis, agar kasus—kasus yang terjadi di beberapa rumah sakit
tidak terulang lagi, termasuk juga tenaga medis yang membuka

usaha klinik pada jam-jam dinas.

Sidang Dewan yang terhormat, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, berpendapat bahwa Aceh saat ini kekurangan pasokan
daging, terutama daging sapi, sehingga harga daging sapi
meningkat dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Untuk mengatasi
permasalahan ini, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional,
berpendapat perlu pemasukan bibit-bibit sapi dari luar daerah
guna mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat

tidak hanya mengkomsumsi daging pada saat hari raya saja, akan
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tetapi dapat mengkonsumsi daging pada hari-hari biasa dengan

sendirinya akan meningkatkan gizi masyarakat.

Untuk mendukung program peternakan terpadu dibeberapa
Kabupaten/Kota, khususnya di Kabupaten Bener Meriah telah
tersedia lahan peternakan seluas 5.000 ha, yang dapat di jadikan
lahan pengembalaan ternak. Saat ini program tersebut telah
dilaksanakan di Kecamatan Linge Kabupen Aceh Tengah, dimana
setiap kk petani peternak mendapat bantuan 5 ekor sapi. Untuk
itu, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, mendesak
Pemerintah Aceh agar memprioritaskan program pengembangan

ternak terpadu di Kabupaten Bener Meriah pada anggaran 2008.

Sidang Dewan yang terhormat, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, berpendapat bahwa kasus Bumi Flora perlu
ditindaklanjuti segera, sehingga duduk persoalan yang terjadi
dapat diselesaikan. Apalagi menurut pengakuan warga
masyarakat di empat Kecamatan di Aceh Timur tersebut, tanah
mereka telah dirampas oleh PT. Bumi Flora, ironisnya banyak
juga sarana umum seperti Masjid, sarana Pendidikan telah masuk

dalam lokasi PT Bumi Flora. Karena itu, Fraksi kami, Fraksi Partai
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Amanat Nasional, sependapat dengan Saudara Gubernur untuk
menuntaskan kasus-kasus ini, sehingga dalam waktu singkat

kepemilikan lahan dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN

Sidang Dewan yang terhormat, Rancangan Qanun Aceh yang
akan kita sahkan dalam akhir masa persidangan VI/2007 ini,
adalah rancangan Qanun yang diajukan eksekutif, dan ditugaskan
pembahasannya pada Komisi C dan Pansus XI/2007 DPR Aceh,
telah memenuhi kaedah dalam pembentukkannya. Sedangkan
terhadap Draf rancangan Qanun Aceh tentang Penyediaan dan
Pengelolaan Dana Cadangan, sependapat dengan Komisi C DPR
Aceh. Namun sebelum Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional
menyatakan pendapat akhir, mengajak sidang Dewan

memperhatikan beberapa hal, antara lain :
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1. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan

Aceh

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, berpendapat
bahwa bunyi pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), hasil pembahasan
Komisi C DPR Aceh, sepatutnya kita terima, karena telah
melalui pembahasan matang, dan telah memperjelas sumber-
sumber pendapatan lainnya, disamping itu Komisi C berupaya
melahirkan ayat-ayat tambahan, dalam rangka untuk

peningkatan pendapatan asli Daerah.

Terhadap pasal 53 ayat (3 s/d 5), Fraksi kami, Fraksi Partai
Amanat Nasional, berpendapat bahwa penjelasan Saudara
Gubernur kita maklumi, namun Fraksi kami, Fraksi Partai
Amanat Nasional, khawatir akan terjadi kecemburuan atasan
dengan bawahan, sehingga terjadi doble pendapatan. Karena
itu untuk menghindarinya, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, terhadap ayat (3), (4), dan (5) masih diperlukan, dan
tidak perlu dihapuskan, atau diberikan secara sangat selektif,

sehingga terkesan tidak menumpuk pada pejabat tertentu.
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Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, berpendapat
terhadap pasal 54 khususnya ayat (5) dan (6), kami
sependapat dengan Komisi C, karena dikandung maksud dan
bertujuan untuk menekan penyalahgunaan. Namun demikian
Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, sependapat
dengan saudara Gubernur, artinya pelaksanaan ayat (5) dan
(6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
sekaligus perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat,
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan

keuangan Aceh.

2. Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan

Penggunaan Dana Otonomi Khusus

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, belum sependapat
dengan Saudara Gubernur terhadap perubahan bunyi pasal 5
ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 11 ayat (6), pasal 12 ayat (3)
dan ayat (6), sedangkan yang lainnya kami setujui. Sebab hal
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tersebut itu tidaklah memperpanjang birokrasi, kalaulah kita
konsisten dan disiplin dalam mengatur waktu yang telah
disepakati. Disamping itu, Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat
Nasional, menilai hasil kerja Pansus XI DPR Aceh tersebut,
telah tepat dalam rangka peningkatan pengawasan yang
dimulai sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan,

sehingga hasilnya akan lebih optimal.

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, setelah mengkaji
secara cermat dan teliti, maka pola investasi yang memihak
kepada pendidikan menjadi penting. Hal ini telah dilakukan
Negara tetangga kita, hasil yang diperoleh bukan hanya
melahirkan orang-orang pintar dan berbudaya tapi juga mereka
memanen devisa yang sangat signifikan akibat perkembangan
pendidikan itu. Meskipun untuk menarik visa dari sektor ini
masih dianggap mimpi, namun Fraksi Partai Amanat Nasional,
menilai untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Aceh,
kiranya media pendidikan merupakan alat yang sangat
strategis untuk itu. Hasil dari dana tambahan minyak dan gas
bumi yang sudah diterima Aceh 5 tahun itu, telah mulai menuai

hasil dengan munculnya juara-juara siswa Aceh ditingkat
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Nasional dan Asean, meskipun hasil itu masih bisa di

maksimalkan lagi.

Kendalanya bisa disebabkan oleh manusianya, seperti
perencana, pengelola dan tentunya guru sebagai ujung
tombak pendidikan. Namun apa program-program yang telah
memihak kepada guru, kalaulah ada persentasenya sangat
terbatas, keterbatasan ini juga akibat keterbatasan dana,
selain faktor manusia tentunya. Untuk itu Fraksi kami Fraksi
Partai Amanat Nasional, mendesak agar dana otsus yang
diterima Aceh dapat menjawab permasalahan pendidikan,
sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diamanatkan
Undang-undang Dasar 1945 setelah di amandemen, yakni
sebesar 20% dari APBA. Kongkritnya, Fraksi kami, Fraksi
Partai Amanat Nasional, terhadap rancangan ganun Aceh hasil
kerja Pansus Xl, mengusulkan tambahan ayat pasal 10 Bab
lll, berbunyi : Ayat (2) Untuk pendanaan pendidikan
sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) dana otonomi
khusus harus menjadi pemenuhan dana pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBA. Selanjutnya ayat (2) Pasal 10

menjadi ayat(3) dan seterusnya.
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Begitu pula halnya dengan penjelasan pasal 11 ayat (1) huruf

a yaitu Yang di maksud dengan ...................... dan daerah
tertinggal, ditambah kata serta pembangunan
Desa/Gampong.

Konkritnya Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional,
menawarkan, yang dimaksud dengan dana dalam ketentuan
ini adalah selain di peruntukkan untuk program/kegiatan
pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh
juga pembangunan daerah ibu kota provinsi, daerah terisolir,

daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional, berpendapat perlu
adanya penambahan prioritas pembangunan  yakni
pembangunan Desa/Gampong, karena lebih 80% penduduk
berada di Desa/Gampong. Dan ini berarti 80% wilayah Aceh
merasakan manfaatnya dari dana otsus. Karena selama ini
masyarakat Desa/Gampong hanya mendengar puluhan
triliyunan rupiah dana beredar di Aceh setiap tahunnya. Akan

tetapi mereka tidak dapat menikmati apa-apa sebagaimana
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yang terjadi dengan BRR. Sementara ureung luwa meu-
umpang-umpang di peuteubit peng hak Aceh uluwa aceh,

meskipun itu dari jasa-jasa mereka.

Untuk itu Fraksi kami, Fraksi Partai Amanat Nasional,
berpendapat bahwa pengalokasian bantuan dana untuk
Desa/Gampong di pandang sangat penting, dan mendesak
sehingga Desa dapat membuka jalan-jalan baru di desanya,
dan juga untuk pemberdayaan koperasi desa dimana
masyarakat sebagai anggota koperasi dapat meminjam untuk
pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa. Fraksi kami, Fraksi
Partai Amanat Nasional, menyarankan beban anggaran ini
dibebankan 50% pada hak provinsi dan 50% dibebankan pada
hak Kabupaten/Kota, jadi jika setiap Desa/Gampong
dialokasikan Rp. 100 juta x £ 6000 desa = + Rp.600 millyar.
Maka provinsi mengalokasikan untuk pembangunan
Desa/Gampong Rp. 300 millyar, sedangkan Rp. 300 millyar

dibebankan kepada masing-masing Kabupaten/Kota.
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PENUTUP

Demikian pengantar Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat
Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan dengan
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dapat menyetujui untuk

ditetapkan menjadi Qanun Aceh :

1. Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh

2. Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil

Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat dan saran yang
disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh.

Akhirnya dengan menyerahkan diri kepada Allah SWT, seraya
memohon ampun atas segala kelemahan, mohon maaf atas
segala kesilapan dan kekurangan, semoga Allah meridhai kita

semua........ amien.
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Nashrunminallah Wafhathun Qarib.

Wabillahi taufig wal hidayah

Wassalamu’alaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 17 Januari 2008

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (FPAN)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Ketua, Sekretaris,
SN A=
Almanar, SH Muslim Ayub, SH, MM
1. Tgk. H. Waisul Qarani Aly Penasehat
2. Drs. H. Zainal Arifin Wakil Ketua
3. Hj. Ismaniar, SE Wakil Sekretaris
4. H. Asrul Abbas, SE Bendahara
5. H. Teuku Bustami Puteh, SE Anggota
6. Ir. H. T. Rivolsa Ismail Anggota
7. H. Sayed Syarifuddin, SE Anggota
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